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MOTTO

Dont ask what your country can give to you, but ask what you can give fo your
country
(Ronald Reagan)

.ada dua jenis keberhasilan salah satunya adalah keberhasilan yang sangat langka

yang hinggap kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk,
melakukan apa pun yang orang lain tidak bisa lakukan karena tidak mempunyai
kemampuan, itulah para jenius.

(Theodore Roosevelt)

...reality 1s life and life is here,

(If | Know, Helloween)
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RINGKASAN

Permasalahan yang biasanya banyak timbul dikota-kota besar adalah
masalah pedagang kaki lima. Sering kita lihat di semua media massa masalah
pedagang kaki lima seakan-akan tidak ada putus-putusnya dan sepertinya masalah
pedagang kaki lima dirasa sangatlah sulit untuk diselesaikan. Tapi memang
begitulah keadaannya, masalah pedagang kaki lima memang merupakan
permasalahan sosial yang struktural dan saling terkait antara masalah yang satu
dengan masalah vang lain. Permasalahan pedagang kaki lima juga merupakan
salah satu permasalahan yang melanda Kabupaten Jember, dikabupaten
permasalahan pedagang kaki lima juga merupakan pekerjaan rumah bag
Pemenintah Kota Jember yang harus diselesaikan karena pedagang kaki lima
sudah mengganggu ketertiban, keamanan, keindahan dan kelestarian kota.

Akan tetapi apakah permasalahan ini memang merupakan permasalahan
yang tidak mungkin diselesaikan, apakah permasalahan pedagang kaki lima bisa
terselesatkan dengan jalan penegakan hukum secam tegas oleh pihak pemerintah,
setelah diteliti hal itu juga bukan merupakan langkah yang bisa menyelesaikan
permasalahan pedagang kaki lima karena juga diperlukan penyelesaian yang
mengacu pada pendekatan-pendekatan yang bersifat sosial karena tidak selamanya
hukum itu bisa menjawab permasalahan hukum yang ada, karena hal itulah maka
penulis mencoba menelagh dan menganalisis mengenai permasalahan pedagang
kaki lima.

Penulis mencoba menganalisis permasalahan pedagang kaki lima
dengan melakukan pendekatan normatif, melalui pendekatan ini penulis
melakukan analisis mulai dari mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir
hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
setelah itu dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan jika sekiranya
dipandang punya relevansi juga bahan-bahan non hukum dan dilanjutkan dengan
melakukan telaah atas isu hukum vang diajukan berdasarkan bahan-bahan vang
telah dikumpulkan lalu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi vang
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‘Imenjamb 15u hukum dan yang terakhir memberikan preskripsi berdasarkan
argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Bahan hukum primer vang dipakai dalam skripsi ini adalah Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember, Keputusan Bupati Nomer 02 Tahun
1997 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima.
Dan bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku hukum termasuk
skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga,
kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kagunaan
bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk
kearah mana penulis melangkah. Melalui bahan hukum yang telah diperoleh maka
penulis mencoba menganalisis mengenai permasalahan tentang pedagang kaki
lima setelah itu penulis mencoba mmemberikan kesimpulan atas permasalahan
yang timbul.

Permasalahan pedagang kaki lima dapat diselesaikan dengan jalan adanya
peran serta dari semua pihak baik dari pihak Pemerintah dan adanya kesadaran
hukum dani pihak pedagang kaki lima sendiri untuk selalu taat hukum schingga
kegiatan usahanya tidak menggagu ketertiban dan keamanan umum serta yang
terkhir juga harus ada peran serta dari masyarakat unutk ikut andil dalam
penyelesaian masalah i bukan malah memperkeruh masalah ini.
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BAB L PENDAHULUAN

i.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan vang
berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah
menyju modemitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional yang
dilakukan disuatu negara mempunyai dampak positif dan negatif, disatu pihak
terdapat kemajuan didapat dari proses pembangunan nasional, di lain pihak
terdapat ketimpangan-ketimpangan akibat proses pembangunan tersebut.

Di Indonesia umumnya memberikan prioritas pada pembangunan
ekonomi. Hal ini didasarkan pada harapan yaitu selain pendapatan nasional dan
pendapatan perkapita, namun juga diharapkan pemerintah bisa meningkatkan
produksi didalam sektor ekonomi schingga bisa menyerap tenaga kerja dalam
negara ini. Hal ini menandakan terjadinya urbanisasi dari desa ke kota. sechab
pembangunan dan perkembangan ckonomi yang mengutamakan proses
industrialisasi baru dimungkinkan terlaksana di daerah perkotaan saja. Namun
permasalahan yang lain yang timbul adalah daemah perkotaan dirasa belum
mampu menerima dan menampung penawaran tenaga kerja, sehingga hal ini akan
berlanjut kepada terciptanya angkatan tuna wisma dan tuna karva. Mereka-mereka
yang belum memiliki pekerjaan mencari jalan bagaimana cara menyambung
hidup.

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indoniesia dikatakan
bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tingeal,

dan mendapatkan lingkungan hidup vang baik dan schat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan ™,

Akhirnya sebagian dari mereka yang memiliki modal seadanya mulai
menyambung hidup dengan cara berdagang kecil-kecilan yang lazim disebut
Pedagang Kaki Lima, pengertian Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah
Dati Il fember No. 06 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Dati 11 Jember, pedagang kaki
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Ilima adalah semua pedagang penjual jasa yang menjalankan usahanya
mempergunakan jalan umumn atau trotoar atau tempat-tempat yang dipergunskan
umiuk kepentingan umum.

Pedagang kaki lima pedagang kaki lima biasanya beroperasi pada atau
tempat-tempat yang dekat dengan kompleks pertokoan, tempat keramaian, atau
tempat lalu lintas orang banyak dengan tujuan mendekati pembeli. Usaha yang
dijalankan pedagang kaki lima tersebut masuk dalam kategori mengganggu
ketertiban umum, maka pemerintah Kabupaten Jember mengadakan usaha
penertiban dan pembinaan terhadap mereka. Tetapi usaha ini sering tidak
mendapat perhatian dan cenderung dilanggar oleh pedagang kaki lima, baik
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka tetap berjualan di tempat
yang sirategis untuk mendapat pembeli sebanyak-banyaknya, yang schenamya
oleh Pemerintah Kabupaten Jember tempat tersebut merupakan tempat yang
dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan.

Pedagang kaki lima merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan
begitu saja. Tetapi untuk mengikuti perkembangan jaman dan perbaikannya, maka
permasalahan pedagang kaki lima memerlukan pengaturan dan pembinaan terus-
menerus yang dalam hal adalah pihak Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda),
yang khususnya mengatur tentang pengaturan tempat usaha dan pembimaan
pedagang kaki lima. Pembuaten Peraturan Daerah ini bagi Pemerintah Daerah
adalab untuk menciptakan kepastian hukum atas tempat yang dipergunakan oleh
pedagang kaki lima dan untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilakukan ofeh
pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan vang ada serta bisa tercapainya
tujuan yang diinginkan.

Guna menghasilkan kota vang bersih, fertib, dan schat memang perlu
diperhatikan hai-hal dialas. Kota yang simpang siur dengan lempat-tempat
pedagang kaki lima yang tidak beraturan, dalam artian tidak pada tempatnya dan
terpencar-pencar diseluruh wilayah kota, tentunya akan menimbulkan banyak
sekali masalah, mulai dari pencemaran lingkungan, terganggunya ketertiban lalu
lintas, dan sulitnya untuk mengkoordinasikannya.
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Daerah Tingkat 11 Kabupaten Jember juga mempunyai permasalahan
yang sama dengan dacrah perkotaan yaitu tentang masalah pedagang kaki fima.
Walaupun tak separah seperti yang terjadi dikota besar. Ketidak tertiban akan
tempat usaha adalah masalah pokok vang tenadi di Kabupaten Jember, sehingga
hal imi tidak saja mcngganggu ketertiban umum fetapi juga mengganggu
ketertiban lalu hintas dan merusak keindahan kota.

Untuk menghindari kerusakan keindahan kota, Pemenintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jember telah menyebutkan sebagian lokasi dan keteniuan wakiu
yang diperbolehkan bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya tapi
para pedagang kaki lima tetap saja melakukan pelanggaran, mereka tetap saja ada
yang bejualan dilempat-tempat yang jelas-jelas dilarang oleh Pemerintah Daerah.

Hubungannya dengan latar belakang permasalahan pedagang kaki lima
dalam pembinaan dan pengaturan tempat usaha, perlu adanya pelaksanaan Perda
secara murm dan konsekuen yang mencakup tentang pelaksanaan pidana ataupun
denda yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan Perda tersebut. Namun, di
Kabupaten Jember selama ini penerapan sanksi terhadap pelanggar Perda ini
hanya sampai pemenksaan di tingkat kepolisian dan penankan denda saja
pelanggamya, jadi disini sanksi dan sifat pelanggaran tersebut hanya bersifat
laporan dan penyimpangan Perda tersebut hanya bersifat pelanggaran dan bukan
kejahatan,

Problematika pedagang kaki lima ini akan terus menjadi pekerjaan
rumah Pemenniah Kabupaien Jember. Persoalan Pedagang Kaki Lima
merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan persoalan sosial lainnya.
Pepanganan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan secara parsial bisa
memunculkan persoalan baru yang jauh lebih rumit. Pola penanganan Pedagang
Kak: Lima yang ada di perkotaan hendaknya tidak menggunakan kepentingan
politik sesaat karena tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkannya.
Penckanan terbadap tata ruang kota yang indah dan teratur juga hamus
memperiimbangkan kesejahteraan kaum pinggiran. Karena itu, dibutuhkan
penanganan yang berbasis kasejahteraan rakyat dan yang berkeadilan.
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Pedagang kaki lima menjadi fenomena perkotaan dan permasalahan
yang dimunculkan oleh permasalahan lain yakni persoalan kemiskinan Karcna
Pedagang kaki lima timbul dart upaya kaum miskin guna memenuhi kebuiuhan
hidupnya sehari-hari. Adapun salah satu upaya yang hendaknya diambil oleh
Pemenintah Kabupaten Jember adalah menyediakan lokasi yang khusus dan tidak
menggangpen keterttban umum sehingga pura pedagang kaki lima bisa mempunyai
tempat usaha yang teratur, rapi, dan indah

Namun ada fenomena vang menarik dalam permasajahan pedagang kaki
lima ini. Yakni, walaupun pemenntah mengetahui secara terang-terangan bahwa
banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat dan fasilitas umum
vang dilarang tetapi pemerniniah tidak secara tegas melakukan penertiban dan
bahkan pemerintah menarik retribusi atau apapun namanya, schingga disini
ferkesan pemerintah hanya mau mengambil retribusinya saja tanpa
memperhatikan perlindungan hukum bagi si pedagang kaki lima Sehingga apa
yang terjadi akibat fenomena im banyak terjadi perlawanan terhadap penertiban-
penertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Permasalahan lain yang menarik dalam masalah pedapang kali lima
adalah adanya dua kepentingan yang berbeda dan masing-masing kepentingan itu
harus sama-sama dilindungi. Satu sisi adanya kepentingan dan pedagang kaki
lima wtu sendiri karena mercka memerlukan keamanan dalam melakukan usahanya
lewat usahanya itulah mercka menghidupi keluarga dan memenubs kebutuhan
hidup sehari-hari. Tetapi disisi lain juga ada kepentingan para pengguna jalan
yang juga harus dilindungi karena trotoar yang dipakai oleh pedagang kaki lima
merupakan hak dan pejalan kaki. Jika terjadi kecelakaan vang menimpa pedagang
kaki lima maka siapakah vang patut disalahkan dan siapa yang wajib bertangeung
jawab atas hal ini. Hal ini sangatlah menank, dimanz ads dus kepentingan dan
kedua kepenfingan itu menyangkut kepentingan orang banyak sehingpa hal ini
merupakan pekejaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk bisa
mencari jalan keluar yakni disatu sisi pedagang kaki lima bias merasa aman dalam
melakukan usahanya namun juga disisi lain para pejalan kaki bisa memperoleh


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

hakn}ra yaitu trotoar yang biasanya dirampas secara tidak langsung oleh pedagang
kaki lima

Hal mnilah yang menarik penulis untuk mengungkapkan dalam bentuk
tulisan yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN
FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
JEMBER™.

i.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul skripsi dan uraian latar belakang, maka penulis
merumuskan permasalahan sebapai berikut -
1. Apakah pengaturan tempat usaha terhadap pedagang kaki lima sudah
sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Jember ?
2. Apakah konsekuensi yuridis dengan adanya Peraturan Daemsh yang
telah diberlakukan dalam hal pengaturan tempat usaha bagi Pedagang
Kaki Lima ?
3. Upaya-upaya apa saja vang dapat ditempuh oleh Pemerintah
Kabupaten Jember guna penyelesaian permasalahan tentang tempat
usaha bagi Pedagang Kaki Lima 7

I.3. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini, divraikan dengan batasan atau ruang
lingkup materi skripsi ini yang akan dibahas. Hal ini dilakukan bertujuan untuk
membatasi dan menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang akan
dibahas, dan disamping itu juga guna menghindari pelebaran permasalahan dan
pembahasan yang nantinya akan ditulis dalam skripsi ini sehingga diharapkan
tujuan skrips: int akan tercapai.

Ruang lingkup penyusunan skripsi ini adalah bidang hukum perdata,
karena berkaitan dengan perlindungan kepentingan-kepentingan dan hak-hak yang
dimiliki oleh pedagang kaki lima dan juga mengenai penerapan denda atau sanksi
yang nantinya akan dikenakan bagi pelanggar Ketentuan Peraturan Daerah.
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1.4. Trjuan dan Manfant Penulisan
1.4.1 Tujuan Umum

1.

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh seiama
studi dengan membandingkan antara 1lmu yang didapat di bangku kuliah
dengan praktek di lapangan,

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian tugas syarat-syarat veng
dipergunakan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Untuk menyumbangkan pemikiran pada masyarakat pada umumnya dan
segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnva agar dapat dijadikan
bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Tujuan Khusus

Untuk Menganalisis tentang penerapan Peraturan Daerah No. 06 Tahun
1988 yang berkaitan dengan pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki
lima.

Untuk untuk menganalisis tentang konsekuensi yuridis terhadap pedagang
kaki lima dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang
Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di
Kabupaten Jember

Untuk mengetahui upaya-upava apa saja vang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Jember dalam melakukan pembinaan terhadap para pedagang
kaki lima, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

1.4.3. Manfaat Peaulisan

s

Diharapkan dengan adanya skripsi imi dapat bermanfaat dalam
kebijaksanaan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima;

2. Diharapkan memberikan pandangan terhadap penyelesaian permasaiahan

menyangkut pedagang kaki lima
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15. Metode Penulisan

Penyusunan skripsi ini bersifat ilmiah maka, selalu diperlukan adanya
metode penulisan. Metode Ini merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang
sistematik untuk menggali kebenaran sehingga dapat mengahasilkan suatu karva
imiah dan dalam skripsi ini digunakan metode normatif dalam melakukan
pembahasan

Adapun mefode atau rangkaian cara mulai dari mengidentifikasi fakta
hukum dan mengeliminir hai-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum
yang hendak dipecahkan, setelah itu dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum
dan jika sckiranya dipandang punya relevansi juga bahan-bahan non hukum dan
dilanjutkan dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan lalu menarik kesimpulan dalam bentuk
argumentasi yang menjawab isu hukum dan yang terakhir memberikan preskripsi
berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum vang bersifat
preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif. itmu hukum
mempelajari twjuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-
konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, itmu hukum
menelapkan  standar  prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam
melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah tersebut dapat
diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian
akademis (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 171)

1.5.1. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan
pendekatan tersebut. Penelit akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-
pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan
Undang-undang (Statwte Approuach), pendekatan kasus (case Approach),
pendekatan Historis (historical approach), dan pendekatan Konseptual
{canceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93)
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Pendekatan yang digunakan dalam penulisan sknpsi i adalah
pendekatan Undang-undang (Statute Approack). Yang dimaksud dengan
pendekatan Undang-undang adalah pendekatan vang dilakukan dengan menciaah
semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum vang
sedang ditangani, Karena penulis mencoba mempelajari kosistensi dan kesesuaian
antara suate Undang-undang dengan Undang-undang lainnya ataw antara Undang-
undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang
Hasil dari telanh tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu
hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93)

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Dalam setiap penelitian hukum tidak dikenal adanya data. Umntuk
memecahkan isu hukum dan sekaligas memberikan beberapa preskripsi mengenai
apa vang seyogvanya. diperlukan sumber-sumber penelitian. Sedangkan sumber-
sumber pencliian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian vang
berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan
hukum primer terdin dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
atau nsalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
vang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi  buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jomal-jurmal hukum, dan
komentar-komentar alas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006 141)

Ada dua bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi, karena kedua
bahan hukum itu dipandang periu guna menunjang sempurnanya penulisan skripsi
inl. Bahan hukum vang dipakai adalah:
2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang ferutama bukanlah putusan peradilan
vurisprudensi, melainkan perundang-undangan dan Peraturan Daemah Untuk
bahan hukum primer yvang berupa Perundang-undangan. vang memiliki otoritas
tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Karena semua peraturan
dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-
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Undang Dasar tersebut bahan hukum primer selanjutnya adalah Undang-Undang.
Undang-Undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat schingea
mempunyal kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bemegara
Sejalan dengan Undang-Undang, untuk tingkat daerah adalah Peraturan Daerah
yang juga mempunyai daya otoritas yang tinggi untuk tingkat dacrahnya karena
dibuat oleh Pemerintah Daersh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Dan
bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah Undang-Undang adalah Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu Badan atau lembaga suam
Negara sebagaimana disebutkan didalam pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 10
tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan
untuk tingkat daerah, Keputusan Kepala Daerah mempunyai otoritas yang lebih
rendah dibandingkan PERDA. Bahan hukum primer disamping Perundang-
Undangan yang memiliki otoritas adalah Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan
merupakan konkretisasi dari Perundang-Undangan Putusan Pengadilan inilah
sebenarnya yang merupakan Jaw in action. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 142)

Dalam skripsi ini digunskan bahan hukum primer yang terdiri dari
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 , Peraturan Daerah Nomor 6 Tabun 1988
Tentang Pengawran Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di
Kabupaten Jember, Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan
Dan Penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima . Bahan hukum primer
kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan dan diuji untuk memperoleh
kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah Kesemuanya itu kemudian
dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban atas pokok
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk
skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga,
kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kagunaan
bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk
kearah mana penulis melangkah.
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Adapun bahan hukum  sekunder yang dipakai adalah buku-buku
kepustakaan, serta literatur-literatur yang dijadikan landasan tcori umtuk
penuilisan skripsi dan data yang lain yang ada hubungannya dengan materi ini.

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukem

Sebagai langkah awal, dilakukan kajian terhadap bahan hukum primer.
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Adapun yang termasuk bahan hukum primer adalah
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

Langkah selajutnya adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum
sekunder, yang berupa semua publikasi tentang hulum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jumal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141)

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum menjadi bagian penting dalam penulisan skripsi
ini, dengan cara mengkaji dan mengolah bahan hukum yang telah diperoleh oleh
penulis sehingga mendapat kesimpulan yang tepat sesuai harapan vang ingin
dicapai dalam pembuatan skripsi. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan
metode  deskriptif kualitatif, yaitu memperoleh gambaran singkat tentang posisi
yuridis dari kasus yang ada didasarkan awas svatu analisa yang diuji dengan
norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Hasil analisis itu selanjutaya ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode dedukrif yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum
menuu pembahasan yang bersifat khusus, dapat ditarik pula sebagai suatu
pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju
permasalahan yang bersifat khusus.

10
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BAB IL FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Pedagang kaki lima yang masih merupakan faktor informal yang ada di
Kabupaten Jember, hal ini merupakan permasalahan vang harus diselesaikan dan
dicari jalan keluarmya karena hal ini merupakan permasalahan yang struktural dan
terkail dengan permasalahan yang lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Jember yakni
Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il Jember Nomor 06 Tahun 1988 Temang
Pengaturan Tempat Usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten
Daerah Tingkat Il Jember Jo Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat [1
Jember Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan dan Penertiban Kegiatan
Usaha Pedagang Kaki Lima. Keputusan ini mengatur dan menertibkan kegiatan
usaha pedagang kaki lima untuk menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan
keamanan dalam wilayah Kota Administratif Jember,

Sedangkan menurat Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11
Jember Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan dan Penertiban Kegistan
Usaha Pedagang Kaki Lima tempat-tempat umum atau fasilitas umum vang dapai
dipergunakan sebagai tempal kegiatan usaha pedagang kaki lima adalah :

1, Jalan Syaman Hudi.
2. Jalan Untung Suropati
3. Jalan Dr. Wahidin.

4. Jalan Diah Pitaloka.

Sedangkan tempat-tempal umum atau fasilitas umum vang berada di
separjang jalan Sultan Agung dilarang untuk dipergunakan sebagai tempat
kegiatan usaha pedagang kaki lima. Inti permasalahan dalam hal ini adalah para
pedagang kaki lima tidak mudah diatur mengenai lokasi yang digunakan dalam
melakukan usahanya sedangkan Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya
untuk mengatur dan menertibkannya, namun dalam hal ini walaupun Pemenmtah
Kabupaten Tingkat 11 Jember mengetahui ada beberapa fasilitas umum seperti
trotoar yang masth digunakan untuk berdagang oleh Pedagang Kaki Lima vang
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tidak termasuk dalm tempat yang dijinkan seperi yang disebutkan dalam Peraturan
Dacrah Kabupaten Tingkat 11 Jember Nomor 06 Tahun 1988 Tentang Pengaturan
Tempat Usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat
[i Jember, tapi pemenntah tidak bertindak secara tegas malah Pemerintah
Kabupaten Jember tetap menarik Retribusi atau apapun namanya (Imparsial edisi
XVIL 2004: 16).

Disamping hal diatas dalam permasalahan mengenai pedagang kaki lima
tidak dapat dipungkiri juga bahwa adanya sikap tidak disiplin yang ditunjukkan
oleh pedagang kaki lima itu sendin yakni, mereka secara sewenang-wenang
mengambil alih apa yang telah menjadi hak pejalan kaki, para pedagang kaki lima
menempati trotoar-trotoar yang sesungguhnya adalah hak dari pejalan kaki vang
secara tidak langsung dirampas oleh pedagang kaki lima, memamg fenomena
seperti int merupakan permasalahan yang sulit sekali dan hal ini merupakan mgas
dan penguasa khususnya Pemernintah Kabupaten Jember untuk mencari jalan
keluar dari permasalahan tersebut namun harus juga didukung oleh partisipasi
pedagang kaki lima untuk lebih bijak untuk tetap berdisiplin mematuhi peraturan-
peraturan yang ada.

2.2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas dalam skripsi ini, vakni :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
a. Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya
b. Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
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(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperolch kescmpatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jamman social yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh schagai manisia yang bermartabat

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapun juga.

2} Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah.
a. Pasal | hurufd

1) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah
otonomi oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (DPRD) menurut azas desentralisasi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah sedangkan
Pemerintah Daerah merupakan badan eksekutif dacrah

3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [T Jember Nomor 06 Tahun 1988
Tentang Pengaturan Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di
Kabupaten Daerah Tingkat I Jember
a. Pasal 2

(1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan di
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember, dilarang menggunakan tempat-
tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang
kaki lima, tanpa ijin Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) jin tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan
tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala
daerah.

(3) Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas pmum
dan atau bagiannya scperti terscbut diatas pada ayat (2) pasal ini
mempertimbangkan kepentingan sosial. ekonomi, ketertiban dan
kebersihan lingkungan serta keadaan pasar.

"
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b. Pasal 3

(1) Setiap pedagang kaki lima yang telah mendapat ijin untuk
mempergunakan {empal usaha sebapal mana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, harus bertanggung jawab
terhadap keamanan, ketentraman, ketertiban, ekonomi, ketertiban dan
menjaga keschatan lingkungan pada tempat usaha maupun sekitarmya.

(2) Kepala Dacrah menetapkan lebih lanjul pengaturan dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

4) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jember Nomor 02 Tahun 1997

Tentang Pengaturan dan penertiban Kegiatan [Jsaha Pedagang Kaki Lima.

a. Pasal 2

(1) Tempat- tempat umum atau fasililas umum vang dapat dipergunakan
sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima (PK-5) dari pukul
14.00 s/d pukul 05.00 BBWI adalah :

a) Jalan Syamsudi

b) Jalan Untung Surapati
¢) Jalan Dr. Wahidin

d) Jalan Diah Pitaloka

(2) Sedangkan tempal-tempat umum atau fasilitas umum yang berada
disepanjang Sultan Apung dilarang untuk dipergunakan sebagai tempat
kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima (PK-5).

(3) Tempat- tempat umum atau fasilitas umum selalu yang terscbut dalam
ayal (1) dan ayal (2) pasal ini, dapat dipergunakan sebagm tempat
usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima (PK-5) mulai pukul 18.00 sid
pukul 05.00 BBWL

14
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b. Pasal 3

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang ingin melakukan kcgiatan
usaha terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada
Kepala Daerah dalam hal 1m melalui Kepala Dinas Pasar Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1T Jember.

(2) Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang ingin mendapatkan izin untuk
menggunakan tempat usaha sebagaimana pada ayat (1) pasal ini,
bertanggung jawab terhadap ketertiban, keindahan dan keamanan serta
menjaga keschatan lingkungan tempat usaha maupun sekitamya.

23. Landasan Teori

Landasan teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teori dan
seorang tokoh dari amerika yang bernama Roberto Mangabeira Unger yang
teorinya dikenal dengan nama Critical Legal Studies Movement (Gerakan Studi
Hukum Kritik) yang lewat teori ini Roberto M. Unger ingin memperkenalkan dan
menawarkan suatu teori baru tentang hukum yang berorientasi kepada teori
sosiologi kritik. Teori ini lahir karena para ahli Amenka ingin mencari teon
hukum alternatif karena mercka meranggapan teori hukum fiberal tidak fagi
memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sosial, politik dan hukom
yang timbul,

a. Latar Belakang lahirnya Gerakan Studi Hukum Kritik

Pada pertengahan Abad 20 (1970-an) di Amerika lahir suatu garakan anti
Perang Vietnam yang telah membawa dampak sosial politik pada masvarakat
Amerika yailu menurunnya kewibawaan Amerika di mata internasional. karena
tentara Amerika banyak yang mati, hilang yang dikenal dengan A4, trauma,
dekadensi moral, merosotnya ekonomi yang berdampak pade pengangguran,
penyalahgunaan obat-obatan/zat kimia dalam perang, dan sebagainya.

Pada tahun 1977 di Madison - Wisconsin, Amerika Serikat dilakukan
sebuah pertemuan. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh vang anti terhadap
perang Vietnam dan dampak-dampaknya pada sisi kemanusiaan dan ekonomi.
Dalam pertemuan ini berkumpulan orang-orang yang terlibat dalam gerakan hak-
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hak sipil dan kampanye anti perang Vietnam; para safjana yang tertank pada
kritik terhadap ketimpangan tatanan sosial, dan pra praktisi hukum yang bergerak
di bidang pelayanan kepentingan publik dan kaum miskin. Kelompok ini
dipersatukan oleh suatu kesamaan kepentingan yaitu ketidakpuasannya terhadap
tradisi pemikiran hukum mainstream (mapan dan dominan). Tradisi hukum atau
legal thought yang mainstream itu adalah Hukum Liberal (Liberal Legal
Thoughr), yang menurut mereka Jlega/ thought yang mainstream inilah telah
sebagal pemicu atan penyebab kekacauan ini. Mengapa? Sebab, menurut mereka,
legal thought yang mainstream ini telah tidak mampu (sebab telah ketinggalan
zaman) menjelaskan pertanyaan pokok saat itu, serta tidak mampu menjawab dan
menyelesaikan permasalah-permasalahan sosial saat itu, terutama masalah hukum.
Oleh karna hukum meropakan semangat sosial (folkgeeist) yang melandasi semua
perbuatan dan penilaku hukum, dan setiap aspek kehidupan diatur oleh hukum
karena hukum bersifat lintas sektoral, maka hukum merupakan penyebab semua
persoalan itu dan harus segera diganti, terutama landasan flosofis dan teoritiknya.
Mereka berkumpul bukan hanya untuk mencari suatu alternatif pemikiran hukum
baru akan tetapi lebih luas lagi dari itu yaitu pencarian masyarakat alternatif di
masa depan.

Pertemuan pertama di Madison itu, walaupun belum banyak menarik
minat para sarjana, namun mereka telah memberikan suatu landasan baru sebagai
tonggak persemaian pemikiran dari Gerakan Studi Hukum Kntik Menurot
Duncan Kennedy {1979), mengatakan bahwa kebangkitan gerakan ini merupakan
kebangkitan kaum inteligensia kin Amerika Serikat dalam merenspons gejolak-
gejolak sosial, sejakligus mencani jawabannya. Kelompok ini mengembangkan
diskusi yang menyimpangdari wacana yang lazim dikembangkan dalam teoni
hukum liberal.

Dalam publikasi pertama mercka, lhe Politics of Law: A Progresive
Critique, yang menandai kemunculan prakiek diskurisf mereka bersifat oposan
terhadap teori hukum mainstream. teori hukum liberal. Menurut Harold J.
Berman, seorang ahli sejarah hukum, bahwa ketidak puasan yang dirasakan secara
luas oleh kalangan hukum, bukan hanya terhadap tradisi pemikiran Hukum Barat

16


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pada umumnya, tetapi juga berakar pada sesuatu yang lebih serius yaitu
mercbaknya suatu krisis yang sangat dalam dan luas pada tradisi Hukum Barat itu.

Krisis ini menyebabkan doktrin, postulat, sistem penalaran atau
interpretasi hukum. dan seterusnya yang terdapat dalam tradisi Hukum Barat itu
digugat dan dipertanyakan kembali releransinya. Sementara jawaban terhadap
gugatan atau krisis itu belum terwujud juga, yang pada akhirnya bermnara kepada
ketidakpuasan yang telah dikemukakan di atas.

Oleh karena gerakan ini melakukan kritk terhadap aliran hukum
mainstream (aliran atau ajaran hukum dominan dan sedang berkuasa), maka pada
awalnya ia ditolak dan ditentang kehaditannya. Penolakan itu bukannya
menyurutkan langkah para pengikutnya melainkan semakin bertambah banyak
pengikutnya. Hal ini teratama disebabkan oleh publikasi-publikasi yang dilekukan
mereka. Kritik yang paling pedas datang dari Paul Carrington, Dekan Diuke of
Law School. Carrington menuduh bahwa para pendukung GSHK ini mengajarkan
mhilisme kepada para mahasiswanya. Selain Carrington yang menuduh nihilisme,
seorang penentang lainnya adalah Owen Fiss. Fiss menuduh bahwa GSHK adalsh
penganut aliran negatisfisme.(Dominikus Rato, 2003: 1)

b. Pokok-Pokok Pikiran Gerakan Studi Hukum Kritik

Sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini bahwa GSHK lahir karena
para ahli hukam Amerka ingin mencari teori hukum aliernatif Teori hukum
liberal, tidak lagi memberikan kontribusinya pada pemecahan masalah sosial,
politik, dan hukum saat itu, karcna krisis yang terjadi itu disebabkan oleh Perang
Vietnam. Dengan mengajukan teori altematif terhadap pemikiran aliran hukum
liberal, mereka juga berupaya untuk menjawab ketegangan-ketegangan sosial
vang terjadi di Amerika saal itu, selain Perang Vietnam, juga masalah s,
pengangguran, dan sebagainya.

Seperti juga pendahulunya, American Legal Realism, GSHK melakukan
kajian empirik terhadap hukum. Namun ada perbedaan antara keduanya, vakni:
yika American Legal Realism (ALR) mengacu pada putusan-putusan hakim,
daripada azas-azas atau doktrin hukum, maka GSHK melakukan pendekatannya
dengan mengacu pada paradigma-paradigma ilmu sosial ‘kiri® seperti Marxisme,

17


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Frankfurt, Neo-Marx, dan Strukuralisme. Namun, hal 1m tidak berarti bahwa
GSHK merupakan kelanjutan atau pewaris dari aliran-aliran (madhzab-madhzab)
itu. GSHK hanya menggunakan pendekatan paradigma ilmu sosial secara ekdektis.
Watak eklektisme gerakan imi memang diakui secara tersu terang oleh para
pengikutnya,

Kajian vang menunjukkan kontinyuitas antara ALR dengan GSHK dapat
dilihat dari tulisan Debra Livingston dalam bukunya berjudul “Rowund and Rownd
the Bramble Bush: From Legal Realism to Crineal Legal Scholarship™
(Livingston, 1982) dan Duncan Kennedy dalam artikelnya “The Structure of
Riackstone s Commentaries” (1979). Sedangkan tinjauan orientasi teoritis GSHK
dengan paradigma ilmu sosial ditulis oleh Alan Humt dalam anirkelnya yang
berjudul “The Theory of Critical Legal Studies” (Tunt, 1995). Watak ckiekiisme
gerakan ini oleh Mark Thusnet disebut unholy rriniy, suatu sintesis dan tigas
tradisi intelektual vaitu, semiologi, phenomenologi, dan Marxisme.

Tema pokok yang diknitik oleh GSHK terhadap teori hukum liberal
yakmi sendi-sendi teoritik, doktrin, postulat, dan szas-azas yang diperkenalkan
dalam tradisi hukum liberal. Yang digugat oleh GSHK adalah dokirin-dokinin,
azas-azas hukum, seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan
hukum dengan politik. Menurut para pengikut GSHK, doktrin dan azas hukum
liberal itu hanvalah mitos belaka dan false necessity. Karena tidak seperti yang
dikonstruksikan oleh teorinya, proses-proses hukum bekera bukan di reang
hampa, tanpa nilai, melainkan 1a bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai
vang ada di belakangnya adalah subjektif Oleh karena itu, seperti diskrimininasi
ras dan gender, ketidak adilan, kemiskin, penindasan, peperangan, pengangguran
dipandangnya sebagal perilaku menyimpang yang berada & Juar hukum
A(Dominikus Rato, 2003: 3)
¢. Kritik Gerakan Studi Hukum Kritik terhadap Pemisahan Hukum

dengan Politik

Kebuntuan teori hukum hiberal itu dikatakan disebabkan oleh karena
teori hukum itu mengandung apa yvang mereka tuduhkan, mcoherent, mternally
incosistent, dan self-contradictory. Sedangkan pada pandangan hukum liberal
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(Altman, 1990) dikatakan bahwa yang memisahkan hukum dan politk (law
politics distinctions) mengandalkan hukum itu dikonstruksi secara objcktif, seperti
yang diteorikan olch Ronald Dworkin. Ronald Dworkin (1985) mengatakan
bahwa faw is a based on objetive decitions of principle, while politics depends on
subjeitve decitions of polity. Tnilah vang ditolak oleh GSHK. Mereka (GSHK)
mengatakan bahwa tidek mungkin proses-proses hukum (apakah dalam membuat
UU atau menafsitkannya) berlangsung dalam konteks bebas atau netral, agama,
dan pluralisme politik. Tidak mungkin hukum dipisahkan dari konteks dimana ia
esksis, dan bagi mereka teon tersebut merupakan bentuk penghindaran terhadap
adanya latar belakang politik dan ideologis di baik putusan-putusan hakim dan
undang-undang. Oleh karena itu, berbeda dengan kaum liberal, para penganut
GSHK berpendapal bahwa hukum dikonstruksi sebapai “negotiable, subjective,
and policy-dependend as politics.”

Selanjutnya kritik lebih tajam disampaikan oleh Unger (1975) vang
menolak adanya pendapat bahwa hukum itu objektif dan netral. Ada dua alasan
yang memperkuat argumentast Unger seperti yang dikatakennya.

“Llirst, procedure is mseperable from outcomes: every method makes
certain legisiatives choises more likefy than others .. ..; second, each lawmaking
system itself embodies cerfain values; il in corporales a view of how power ought
to be distribute in the society and how conflicts should be resolved”

Dengan mengacu pada proses empiris pembuatan hukum, Unger
menunjukkan betapa realistiknya teon pemisahan hukum dan politik Analisis
hukum yang hanya mementingkan pengkajian pada segi-segi doktrin trafiking
scbagai salah satu bentuk organized crime title ini. Latar belakang filosofis dan
intelektual ferletak pada konsepsi hubungan individual pada masvarakat
modernisme di mana wawasan subfersif mengenai dint sendini dan masyarakatnya
telah beredar luas dan mendalam Akan tetapi, dari segi asal usul secara historis
temang kesadaran dari kualitas pribadi tak terbatas justru merupakan konsepsi
yang lerletak di pusal pandangan cita-cita: kekuatan keabadian diri untuk
melampaw dunia imajinatif dan dunia yang terbatas yang dibangunnya. Gagasan
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ini memperoleh arti yang lebih nyata dan bahkan lebih dalam olch hubungannya
dengan penataan kembali hubungan pribadi dan susunan kelembagaan.

Konsepsi modern tentang demokrasi berkisar dari yang sinistis sampai
ke yang idealis. Pada pola idealistik terletak gagasan keyakinan terhadap
kedaulatan rakyat, yang dikualifikasikan dengan kepentingannya sendiri oleh
kebutuhan akan pergantian partai, jabatan pemerintah, dan kemampuan untuk
menyelamatkan dini dalam masa peralihan dari demokrasi langsung ke demokrasi
perwakilan. Pada gagasan yang sinistis (sarkasme) terdapat varian-varian gagasan
demokratis bahwa klaim ‘dapat dipenuhi dengan persaingan’ vang sedang
berlangsung di kalangan elit, selama pesaing kadang-kadang mempunvai
kebutuhan untuk mengerahkan dukungan massa. Tetapi, semua versi citacita
demokrasi masa kini sama-sama memiliki suatu inti minimum; pemerintah harus
tidak jatuh menjadi tawanan terus-menerus dari satu faksi, betapapun luasnya
faksi itu dapat didefinisikan sehingga mencakup kelas-kelas sosial, segment
tenaga kerja, pihak-pihak yang menganut suatu pandangan, atau kategori kolektif
vang mantap lainnya

Pandangan umum minimalis atas keabsahan politik itu akan tidak ada
artimya kalau tempat negara itu berdiri diorganisasikan berdasarkan sistem yang
kaku dan mencolok alas pelapisan sosial dan pembagian masyarakat yang
menetapkan peluang hidup bagi setiap pribadi. Atau, kelompok-kelompok
dominan dalam pelapisan sosial itu akan mengubah negara menjadi instrumen
mercka yang relatif pasif, atau negara itu, sekalipun otonom, akan jadi relatif
marjinal terhadap organisasi sosial yang sesungguhnva. Jadi, standard minimum
harus diperluas untuk memasukkan funtunan bagi berbaga frugmentasi penting
dan hierarchie sosial ini, perluasan standard ini tetap signifikan untuk menjadi
samar. Suatu cara umtuk menjadikan argumen internal menetang versi-versi
demokrasi yang ada ialah dengan menilainya berdasarkan standard persyaratan
kaum minimalis yang diperiuas bagi negara dan masyarakat.

Ada biga gagasan yang menggaris bawahi kegagalan demokrasi menurut
pandangan kaum minimlais ini, yaitu: pertama, bentuk-bentuk organisasi ekonomi
dan politk mapan yang relatif kecil (elit) menguasai syarat-syarat pokok
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kemakmuran dan kesejahteraan kolektif dengan mengambil keputusan-keputusan
investasi vital. Melalui gava konstitusional yang menjadikannya sukar untuk
memenangkan kekuasaan negara atau perubahan serius apapun, misalnya
komitmen tentang perubahan bentuk kelembagaan pasar dan tempat pengendalian
akhir atas langkah atau arah akomulasi. Lagi pula, ancaman reformasi yang paling
jauhpun dapat dihadapi dengan perilaku penghentian penanaman modzl atan
pelarian modal ke luar negeri, yang berakibat krisis ekonomi atau hilangnya
popuiaritas dalam pemilihan; kedua menekankan arti penting bidang-bidang
kehidupan organisasi, seperti pabrik, birokrasi, kantor, dan rumah sakit, tempat
pelatihan atau sekolah, dan mengijinkan kekuasaan yang tidak menjadi sasaran
perianggungjawaban demokrasi efektif manpon yang sebenamya mampu untuk
dibenarkan sepenuhnya oleh dua alternatif yang jelas terhadap demokrasi: kontak
bebas dan keharusan teknis yang buta. Untuk jangkauan ke depan benteng-
benteng kekuatan swasta tetap terisolasi dari resiko pekcokan politik-kepartaian:
mulai dan gaya “checks and balances™ orgamisasi pemenntahan sampai tidak
adanya cara pasar dan demokrasi yang mungkin dioraganisasi secara bergantian
memben sumbangan ke kondisi isolasi itu. Jadi, pengalaman biasa kehidupan
sosial mengungkapkan kebohongan janjijanji mengenai kewargancgaraan
.(Dominikus Rato, 2003: 5).

Menurut teori Gerakan Studi Hukum Kritik hukum merupakan semangat
sosial yang dilandasi semua perbuatan dan prilaku hokom, dan setiap aspek
kehidupan yang diatur oleh hukum karena hukum bersifat lintas sektoral, maka
hukum merupakan penyebab dari semua persoalan itu dan harus segera diganti
terutama landasan filosofis dan teoritiknya. Teori ini menganggap teoni hukum
liberal yang memperkenalkan teoritik, doktrin, dan azas-azas hokum Jainnya
sudah kaku dan ketinggalan zaman sehingga tidak dapat memecahkan
permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat sehingga diperiukan
pendekatan yang mengacu kepada paradigma-paradigma iimu sosial. Mengapa
demikian, hal ini dikarenakan tidak mungkin proses-proses hukum berlangsung
dalam konteks bebas, atau netral, agama, dan pluralisme politik. Dan tidak
mungkin hukum dipisahkan dari konteks dimana dia eksist.
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4.1. Kesimpulan

1. Pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah
kabupaten Jember ternyata belum sesuai dengan peraturan Daerah vang ada
yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat
Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember, Keputusan
Bupati Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Kegiatan
Usaha Pedagang Kaki Lima. Karena masih banyak penyimpangan-
penyimpangan dan sikap tidak disiplin dari para pedagang kaki lima dan
ditambah sikap tidak tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk
menegakkan hukum yang ada.

2. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Pengaturan
Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah
Tingkat [T Jember pedagang kaki lima tetap menjadi sektor informal karena
dalam Peraturan Daerah tersebut tidak memberikan peraturan tentang
periindungan hak-hak terhadap pedagang kaki lima namun yang diatur disana
hanyalah mengenai pemberian izin tempat usaha dan pengaturan mengenai
pembinaan terhadap pedagang kaki lima. dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 06 tahun 1988 hanya diatur mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan perijinan tempat usaha bukan ijin usaha atau dengan kata lain bahwa
dengan adanya izin tempat usaha maka saat itu juga izin usaha diberikan,
padahal seharusnya tidak begitu. Sehingga pedagang kaki lima tetap menjadi
bagian dari sektor informal.

3. Adapun upaya-upaya yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember
dalam penyelesaian permasalahan mengenai pedagang kaki lima
a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember hendaknya bisa lebih meningkatkan

dan menggalakkan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam
memasyrakatkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan masalah
pedagang kaki lima serta dapat menampung aspirasi dari para pedagang
kaki lima.
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b) Memberikan lokasi khusus kepada para pedagang kaki lima yakni
ditempat tempat yang tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan
keindahan namun juga merupakan tempat yang strategis schingga tidak
mematikan penghasilan pedagang kaki lima dan hal ini dapat dilakukan
dengan cara membangun pusat perbelanjaan rakyat yaitu tempat
penampungan pedagang kaki lima yang mudah dijangkau oleh pembeli
dan menciptakan daya tarik terhadap pembeli

c) memasang rambu-rambu peringatan pada temnpat-tempat terfentu yang
dilarang bagi pedagang kaki lima.

d) Adanya partisipasi dari pedagang kaki lima sebagai warga Negara yang
baik untuk turut menjaga dan menciptakan ketertiban, keamanan, dan
keindahan dengan jalan berdisiplin mematuhi peraturan yang ada.

¢) Dengan memanfaatkan jaringan sosial yang ada diantara pedagang kaki
lima dan Pemerintah Daerah, yakni dengan melibatkan orang-orang yang
dianggap penting dalam jaringan sosial tersebut guna sebagai penghubung
antara Pemenntah Daerah dan pedagang kaki lima.

f) Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah dengan
memngkatkan taraf pendidikan bagi masyrakat

4.2. Saran

1. Kepada para pedagang kaki lima scbagai warga Negara yang baik hendaknya
harus bisa menaati peraturan yang ada dengan jalan tetap memperhatikan
ketertiban, keamanan dan keindahan, disamping itu juga harus memperhatikan
hak pejalan kaki.

2. Diharapkan Kepada Pemerintah Kabupaten Jember lebih tegas dalam
penegakan hukum yang ada dan diharapkan bisa memberikan lokasi yang
tepat bagi pedagang kaki lima yakni lokasi yang tidak menggangu keamanan,
ketertiban, keindahan dan kelestarian kota tetapi juga harus memperhatikan
pencahanan pedagang kaki lima.

3. Harus ada peran serta dari masyarakat guna penyelesaian masalah pedagang
kaki lima. Sehingga semua pihak bisa tidak merasa dirugikan.
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